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Abstrak 
 
Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia telah melahirkan berbagai asumsi 
tentang adanya dikotomi status dan peran antara pria dan wanita yang cenderung 
menempatkan wanita pada posisi terbelakang. Perbedaan antara pria dan wanita 
terlihat pada dua konsep, yaitu konsep seks dan konsep gender. Perbedaan jenis 
kelamin yang senantiasa melahirkan ketidakadilan gender sehingga menyebabkan 
tersosialisasinya sebuah ketimpangan yang pada umumnya dapat merugikan bagi 
wanita—terutama peran politiknya. Sesungguhnya dalam prespektif hukum Islam 
mengenai kedudukan wanita dalam bidang politik bukanlah hal yang dilarang, 
tetapi termasuk sesuatu yang dibolehkan sepanjang dalam rangkaian tugas mulia, 
yaitu menegakkan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sesuai maksud Tuhan 
menurunkan syariat. Wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam 
bekerja dan beramal menurut kemampuan dan kelebihan yang diberikan Allah 
kepada keduanya. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk saling membantu, 
membina dan mengasihi antara satu dengan lainnya. Siapa saja yang diberikan 
kelebihan oleh Allah swt., maka secara fungsional—dialah  yang menjadi 
pemimpin terhadap yang lainnya—dengan tidak dibatasi oleh jenis kelamin laki-
laki atau wanita. 
 
Kata Kunci : Hukum Islam, Kesetaraan Gender, Politik Wanita 
 
Abstract 
 
In the history of human life has spawned a variety of assumptions regarding the 
status and role of the dichotomy between men and women who tend to put women 
in the position backward. Differences between men and women look at two 
concepts, namely the concept of sex and gender concepts. Sex differences that 
always bore tersosialisasinya gender inequality causing an imbalance which in 
general can be detrimental for women-especially its political role. In fact, in the 
perspective of Islamic law regarding the status of women in politics is not 
prohibited, but it included something along the circuit allowed the noble task, 
                                               
1 Resume Hasil penelitian yang telah diseminarkan pada Pusat Penelitian IAIN (UIN) 
Alauddin Makassar, tanggal 31 Agustus 2001. 
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namely to uphold human values and society according to the purpose God sent 
down the Law. Women and men have equal status in work and work according to 
the abilities and strengths that God has given them. Therefore, they are obliged to 
help each other, nurture and love one another. Anyone who is given advantages by 
Allah, then functionally-she was the leader against the other-with not limited by 
gender male or female. 
 
 
PENDAHULUAN 
Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia telah melahirkan 
berbagai asumsi tentang adanya dikotomi status dan peran antara pria dan wanita 
yang cenderung menempatkan wanita pada posisi terbelakang (underprivilliged), 
serta adanya ketimpangan relasi antara keduanya. Tampaknya, perbedaan antara 
pria dan wanita terlihat pada dua konsep, yaitu konsep seks dan konsep gender. 
Konsep seks berkonotasi jenis kelamin yang menekankan perbedaan biologis—
terutama fungsi-fungsi reproduksinya. Sedangkan konsep  gender berkonotasi 
emosional dan psikologis yang berdasarkan bentukan sosial. Konsep gender inilah 
yang menjadi kata kunci setiap upaya mentransformasikan posisi wanita, karena 
pada mulanya hanyalah berupa teori dan konsep. Namun dalam perkembangan 
selanjutnya berubah menjadi ideologi gender, yakni suatu ideologi yang merekaya 
pikiran dan perasaan manusia tentang bagaimana seharusnya pria dan wanita 
bersikap dan berperan dalam kehidupan. 
Suatu hal yang menarik adalah perbedaan jenis kelamin yang senantiasa 
melahirkan perbedaan gender (gender diffirences), dan perbedaan gender tersebut 
seringkali melahirkan ketidakadilan gender sehingga menyebabkan 
tersosialisasinya sebuah ketimpangan yang pada umumnya dapat merugikan bagi 
wanita, terutama peran politiknya. Hal inilah yang sedang gencar digugat kaum 
wanita, baik di Negara-negara Barat maupun di Negara-negara Islam termasuk di 
Indonesia. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam kehidupan masyarakat, yang 
pada akhirnya dapat membawa implikasi psikologis, sosial budaya, ekonomi dan 
politik terhadap peran dan status wanita.2 
Jika peran gender disorot dari hukum Islam, maka tentunya tidak terlepas 
dari konsepsi Alquran terhadap manusia itu sendiri, yakni pria dan wanita 
diciptakan dengan kodrat yang berbeda—namun setara (equality) dalam substansi 
dan eksistensinya sebagai khalifah Allah di atas bumi, serta penilaiannya 
tergantung ketaqwaannya kepada Allah swt. Tampaknya, semangat Alquran 
sebagai sumber hukum Islam pertama belum terimplementasi pada sebagian besar 
kaum muslimin karena terbukti masih sering terjadi adanya praktik anti emansipasi 
yang menjadikan doktrin agama sebagai legitimasi. Bahkan mayoritas kaum 
                                               
2 Lihat, Nasaruddin Umar. Konsep Gender Dalam Alquran dalam Proposal Disertasi PPS 
IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995, h. 7. 
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femenisme Barat mengklaim bahwa agama Islam adalah sebuah agama seksis, dan 
menudingnya sebagai agama yang melanggengkan ketidakadilan gender. Bedanya 
kaum femenisme Islam memandang bahwa memposisikan wanita sebagai 
subordinasi adalah tidak bersumber dari ajaran murni Alquran, tetapi hanya 
bersumber dari asumsi-asumsi teologis yang merupakan warisan dan doktrin kitab 
agama sebelumnya, dan mungkin penafsiran hadis yang validitasnya sangat  
diragukan. 
Bertolak dari asumsi dasar yang dikemukakan di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah pokoknya, yaitu “Bagaimana Konsepsi Hukum Islam 
Terhadap Kesetaraan Gender dilihat Peran Politik Wanita Muslimah”. Untuk 
memudahkan penelitian dan pembahasannya dapat dikemukakan beberapa sub 
masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh pemahaman gender terhadap peran 
politik wanita muslimah? Bagaimana konsepsi hukum Islam terhadap keterlibatan 
peran politik wanita muslimah? 
 
METODE PENELITIAN 
1. Metode Pendekatan 
a. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk 
memperhatikan tentang realitas social di tengah-tengah masyarakat; 
b. Pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan dengan cara menelusuri data 
dan informasi melalui sejarah peradaban umat Islam, baik dalam kehidupan 
ekonomi, sosial budaya, maupun peran politik, khususnya peran politik 
wanita muslimah.  
c. Pendekatan syar’iy, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan 
melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hokum Islam, baik 
sumber yang disepakati (mashadir al-asasiyah), yakni Alquran dan hadis—
maupun sumber hokum yang tidak disepakti (mashadir al-taba’iyah), 
seperti Ijmak, qiyas, maslahah al-mursalah, dan istihsan. 
 
2. Metode Pengumpulan Data 
Sesungguhnya data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
data yang bersumber dari berbagai literatur. Oleh karena itu, metode pengumpulan 
data hanya menggunakan metode library research, yaitu suatu metode dengan cara 
menelusuri beberapa literature terutama yang berkaitan dengan topik-topik 
pembahasan. Adapun tehnik yang digunakan adalah mengutip secara langsung 
tanpa ada perubahan, seperti mengutip lafaz ayat Alquran dan terjemahnya, dan 
lafaz hadis dan terjemahnya. Selain kutipan langsung, juga lebih banyak mengutip 
secara tidak langsung, yakni kadang-kadang menambah dan mengurangi teks-teks 
kutipan, dan menyusaikannya dengan menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia 
sesuai ejaan yang disempurnakan. 
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3. Tehnik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui literatur-literatur 
dilakukan secara deskreptif, dan selanjutnya dianalisis secara komprehensif, yaitu 
membandingkan dengan teori yang ada dan sekaligus diuji dengan menghubungkan 
suatu fakta yang ditemukan dalam penelitian. Adapun langkah yang dilakukan 
adalah (1) menginventarisasi data yang ditemukan dalam penelitian pustaka; (2) 
menghubungkan antara satu sumber dengan sumber lainnya; (3) melakukan 
interpretasi terhadap data yang diperoleh, dan membandingkannya antara satu 
dengan lainnya;  (4) merumuskan dan mendeskripsikan data dalam bentuk sebuah 
hasil penelitian. 
 
TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengkaji kebenaran teori, apakah hukum Islam mengakui kesetaraan 
gender—antara pria dan wanita dalam berbagai dimensi kehidupan, 
terutama di bidang politik 
b. Untuk mengembangkan teori kesetaraan gender yang diharapkan mampu 
mengeliminir pembakuan identitas gender lama yang kelihatannya sangat 
diskriminatif terhadap kaum wanita—menuju terwujudnya indentitas 
gender baru yang merefleksikan asas kesetaraan gender yang sesuai hukum 
Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Dapat memperkaya wawasan intelektual tentang gender, agar kelak mampu 
memberikan sugesti dan motivasi kepada wanita untuk terus berkarya dan 
berprestasi demi peningkatan taraf hidup bagi pembangunan bangsa dan 
agama. 
b. Dapat mendukung upaya pemerintah untuk mensosialisasikan pemahaman 
gender kepada masyarakat sebagai agenda program pemberdayaan wanita, 
baik tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional. 
 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
A. Pengaruh Pemahaman Gender Terhadap Peran Politik Wanita 
Setelah berjalan kurang lebih  satu abad gerakan emansipasi wanita yang 
menuntut persamaan hak dan kedudukan sosialnya, dan menuntut peluang untuk 
ikut menentukan kegiatan pengambilan keputusan, maka muncullah beberapa 
tokoh wanita sebagai pemegang kekuasaan politik, seperti Margareth Thacher, 
Indera Gandhi, dan Megawati Seokarnoputri yang telah tampil sebagai pemenang 
diarena persaingan keras melawan raksasa politik dari kaum lawan jenisnya.3  
                                               
3 Lihat, Suwarsih Warnaen. Emansipasi Wanita : Apa Yang Kita Cari dalam SC Utama 
Munandar (ed), h. 17. 
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Di Indonesia, hampir tidak ada lagi suatu lembaga pendidikan yang tidak 
terbuka untuk kaum wanita. Begitu pula halnya dalam lapangan pekerjaan, bahkan 
ada beberapa pekerjaan hanya mengutamakan tenaga wanita. Walaupun belum 
ditemukan data akurat dan valid, namun berdasarkan hasil pengamatan sehari-
hari—tampaknya semakin banyak wanita menduduki jabatan publik, baik jabatan 
eksekutif, legislatif maupun jabatan yudikatif dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Meskipun demikian, belum representatif dibandingkan dengan kaum 
laki-laki. Padahal dalam beberapa undang-undang, baik Undang-Undang 
Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Partai Politik—maupun Undang-Undang 
Pemilu Legislatif telah memberi ruang keterwakilan wanita minimal 30%. 
Namun disadari atau tidak, ketimpangan pemahaman gender telah 
membawa andil yang sangat besar terhadap keterbelakangan posisi dan peran 
wanita dalam berbagai dimensi kehidupan—termasuk di bidang politik. Contoh 
lain adanya ketimpangan pemahaman gender dalam masyarakat, yakni banyaknya 
pendapat yang menyatakan bahwa naluri wanita memang hanya menonjol di 
bidang social—sementara kaum laki-laki menonjol di bidang politik dan 
kekuasaan. Walaupun terdapat wanita yang berhasil menjadi menteri, tetapi selalu 
di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan (wanita), karena dipandang tidak 
sesuai dengan kodrat kewanitaannya.4 Pemahaman tersebut memang beralasan, 
karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak wanita senang memilih tugas 
mengurus rumah tangga daripada berkarir di luar rumah tangganya. Pilihan wanita 
mengurusi tugas-tugas rumah tangganya—tampaknya telah berlangsung sejak 
zaman dahulu. Pilihan itu dilakukan karena dipengaruhi oleh sifat-sifat keibuan dan 
kewanitaan yang dimilikinya, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusukan. Apalagi 
sering ada masyarakat memberikan stigma bahwa keberhasilan seorang wanita jika 
sukses dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangganya. Karenanya, gambaran 
wanita yang ideal dalam pemahaman mereka adalah wanita yang menjadi ibu 
rumah tangga, dan  menjadi isteri yang baik, serta mampu beradaptasi dalam 
pergaulan masyarakat yang dapat menunjang kesejahteraan, keutuhan dan 
kebahagiaan dalam keluarga.5 
Kenyataan-kenyataan seperti dikemukakan di atas sesungguhnya dalam 
alam bawah sadar yang telah membuat dikotomi tugas-tugas berdasarkan gender. 
Wanita sebagai ibu memiliki tugas pokok mengurusi pekerjaan rumah tangga 
(domistik), sementara laki-laki sebagai suami bertanggung jawab atas pekerjaan di 
luar rumah tangganya. Sejalan dengan hal tersebut, Nasaruddin Umar 
mengatakan bahwa “ dalam pranata sosial yang berkembang, pemahaman tentang 
kodrat secara khusus perempuan lebih banyak bersifat pembatasan-pembatasan 
                                               
4 Lihat, Rachmawati Soekarnoputri. Wanita Dalam Sejarah Pergerakan Politik di 
Indonesia dalam Mely G Tan (ed), Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan, (cet.I; Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1991), h. 44. 
5 Lihat, Irwan Abdullah. Seks,  Gender dan Reproduksi Kekuasaan, (cet. 1; Yogyakarta: 
Tarawang Press, 2001), h, 21. 
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peran social budayanya—atas dalih sudah kodratnya. Perempuan diasumsikan 
sebagai pemikul beban atas kerja di sektor rumah tangga secara penuh, dan peluang 
untuk berkarir secara lebih luas dalam sektor publik dikesampingkan. Kodrat 
perempuan sudah sarat dengan muatan-muatan budaya local, dan kodrat bukan lagi 
sesuatu yang berkah (given) dari Tuhan, tetapi sudah ada unsure-unsur konstruksi 
social budaya masyarakat”.6 
Kenyataan-kenyataan di atas adalah sebuah akibat—meskipun tidak 
seluruhnya dari kekurangpahaman masyarakat terhadap makna kodrat dan 
perbedaannya dengan kata takdir. Kodrat,  pelaku tidak terkait atau harus tunduk 
pada sesuatu selain daripada dirinya sendiri, sehingga yang menentukan adalah 
seberapa besar ia mampu melakukan sesuatu yang ingin ia lakukan. Sementara 
takdir, pelaku tidak semata-mata kuasa untuk melakukan sesuatu apa yang ia 
inginkan—karena ia terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.7 
Tampaknya, masyarakat seringkali mempersamakan makna kodrat dan takdir yang 
pada akhirnya perempuan (wanita) terjebak pada batasan-batasan yang 
sesungguhnya bukanlah suatu ketentuan mutlak yang diperlakukan atasnya. 
Pandangan masyarakat yang menempatkan wanita sebagai the second 
class mengakibatkan kiprah wanita sangat minim di bidang politik, padahal di 
bidang ini sangat urgen guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Dominasi 
laki-laki di bidang politik mengakibatkan wanita larut dalam penderitaan panjang, 
ditindak oleh keputusan-keputusan politik produk laki-laki yang terkadang 
ditetapkan untuk memantapkan pola relasi kekuasaan laki-laki atas wanita yang 
semakin memantapkan pola patriakhi yang telah ada dalam masyarakat.  
Memang tak dimungkiri bahwa pandangan terhadap gender yang 
diskriminatif telah begitu mengental dalam kehidupan masyarakat, dan pandangan 
dikotomis bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki tetap melestari walau 
pandangan seperti itu lambat laun telah mulai pudar berkat kegigihan wanita 
memperjuangkan hak-hak politiknya. Bahkan bukan hanya hak pilih, tetapi juga 
hak untuk dipilih. Perjuangan hak-hak politik kaum wanita telah menempatkan 
hasil, sehingga hampir semua sektor jabatan publik sudah dimasukiwalaupun 
diakui masih sangat terbatas untuk menduduki posisi tersebut. 
 
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender 
Masalah yang sering menjadi diskursus dalam masyarakat Islam adalah 
mengenai kesetaraan gender antara peran laki-laki dan peran wanita. Masalah ini 
selalu controversial—apakah Islam dapat mengakui hak wanita untuk berperan 
dalam bidang politik, atau tidak. Perbedaan ini muncul sejak permulaan Islam 
datang, namun kembali menghangat ketika Benazir Bhoto terpilih menjadi Perdana 
Menteri Pakistan. Salah seorang lawan politiknya menghujat dan berteriak, yaitu   
                                               
6 Lihat, Nasaruddin Umar. Kodrat Perempuan Dalam Islam (cet. 1; Jakarta: Lembaga 
Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 7. 
7 Nasaruddin Umar, h. 5-6. 
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Nawaz Syarif dan mengatakan bahwa  “ Sungguh mengerikan—belum pernah ada 
sebuah Negara muslim yang diperintah oleh seorang wanita, pengambilan 
keputusan di kalangan leluhur selalu dilakukan oleh kaum laki-laki. Sepanjang 15 
abad, yaitu sejak tahun pertama hijriah sampai sekarang penanganan permasalahan 
rakyat di negeri-negeri muslim merupakan hak istimewa dan menopoli kaum laki-
laki.8  
Namun demikian, peristiwa tersebut memancing dunia Islam untuk 
memperdebatkan lebih mendalam mengenai keterlibatan peran politik wanita 
muslimah. Di sinilah muncul kontroversial para ulama, yakni ada pihak yang 
membolehkan dan menyetujuinya, dan ada pula yang tidak membolehkannya. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kedua sudut pandangan sebagai berikut : 
 
1. Pandangan Pembolehan Peran Politik Wanita 
Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Alhadist banyak 
menitikberatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, 
termasuk wanita dalam kehidupan sosialnya. Karena pentingnya masalah ini, Allah 
swt. Mewahyukan sebuah surah dalam Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad saw, 
yang diberi nama Surah al-Nisa’. Sebagian besar ayat-ayat dalam surah ini 
membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, utamanya yang berkaitan 
dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita. 
Dalam Al-Qur’an dan Sunah sering disinggung tentang wanita menyangkut 
berbagai sisi kehidupannya. Ada pembicaraan tentang keistimewaan tokoh-tokoh 
wanita dalam sejarah agama dan kemanusiaan, dan ada pula pembahasan tentang 
kedudukan, perasaan, hak serta kewajibannya. Untuk jelasnya, Islam yang 
berpedoman kepada Alquran dan Sunah  itu memberi perhatian yang sangat besar 
serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik sebagai anak, sebagai isteri, 
sebagai ibu maupun sebagai anggota keluarga. Jika dilihat dari segi pengabdian 
antara pria dan wanita, maka sesungguhnya Islam tidak membedakan keduanya. 
Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan atau merendahkan derajat 
mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah, (Surah al-
Hujurat ayat 13). Oleh karena itu, keduanya sama-sama diperbolehkan 
berpartisipasi dan berlomba-lomba dalam hal mengerjakan kebajikan, mengabdi 
kepada masyarakat dan agama, (Surah al-nahl ayat 97). 
Dengan demikian, Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki 
berbagai profesi sesuai dengan keakhliannya seperti menjadi guru atau dosen, 
dokter, pengusaha, anggota legislatif dan yudikatif, bahkan menjadi perdana 
menteri atau kepala Negara asal dalam tugasnya tetap memperhatikan aturan-aturan 
yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan 
tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan suami bila ia sudah 
                                               
8 Lihat, Fatimah Mernissi. Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan (cet.1; Bandung: Mizan, 
1994), h. 7 
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bersuami.  Hanya saja di kalangan ulama ada perbedaan pendapat dalam 
menetapkan hukum boleh atau tidaknya kaum wanita untuk menjadi perdana 
menteri atau kepala Negara, dengan alasan hadis  yang diriwayatkan oleh Abu 
Bakrah bahwa Rasulullah saw., bersabda :  
 
                                                                             ةأﺮـﻣإ ﻢـھﺮــﻣأ ﻮــﻟو مﻮـﻗ ﺢـﻠـﻔـﯾ ﻦـﻟ
                   .  
Dr. Kamal Jaudah Abu al-Muati mengatakan bahwa “hadis tersebut 
sebenarnya melarang wanita sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai 
dengan asbab al-wurud hadis, yaitu telah diangkatnya Binti Kisrah untuk menjadi 
Ratu atau Pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada 
masa itu kekuasaannya hanya di tangannya sendiri, hanya ia sendiri yang 
menetapkan urusan rakyat dan negerinya dan ketetapannya pun tidak boleh 
digugat”.9 
Berdasarkan hal tersebut, maka selama dalam suatu negara dimana sistem 
pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus 
bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan 
bidangnya masing-masing seperti jabatan menteri dan jabatan lainnya, apalagi 
ditopang oleh teknologi canggih yang lebih mudah memajukan dan menyelamatkan 
negaranya. Dengan demikian, tidak ada halangan seorang wanita untuk menjadi 
perdana menteri atau kepala negara. 
Berkaitan dengan kemungkinan bahwa di negara-negara Islam dewasa ini 
kepala negara atau Perdana Menteri dianggap sebagai khalifah, dan fungsi khalifah 
dianggap sebagai pengganti nabi untuk menjadi kepala negara dan keagamaan—
sehingga tidak diperbolehkan seorang wanita untuk memimpinnya, maka ijmak 
ulama menyepakati bahwa sistem khalifah yang sesungguhnya hanya berlaku pada 
masa Khualafa’ al-Rasyidin. Sesudah itu, tidak ada lagi kepala negara Islam yang 
memenui persyaratan sebagai khalifah. Negara Islam sekarang seperti Saudi 
Arabiah, Pakistan, dan sebagainya hanyalah negara-negara nasional yang kebetulan 
Islam sebagai agama resmi negara. Status kepala negaranya bukan lagi sebagai 
khalifah dalam arti yang sesungguhnya. 
Pengangkatan kekhalifahan (istikhlaf) yang di dalamnya mengandung 
konsep kesaksian (syahadah), ibadah (ibadat),  keadilan (‘adalah), dan 
kemakmuran (imarah) tidak mengenal pengecualian terhadap wanita. Demikian 
pula kalimat al-insan dalam bahasa Alquran mempunyai makna salah seorang anak 
manusia baik laki-laki maupun wanita, begitu juga kalimat basyar digunakan untuk 
laki-laki dan wanita.10 Konsep kekhalifahan wanita itu merupakan dasar 
                                               
9 Lihat, Jaudah Abu al-Mu’ati. Wadifa al-Mar’ah fi Nazar al-Islam, (al-Qahirah: Dar al-
Hadi, 1980), h. 137. 
10 Lihat, Abu Zahrah. Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia (cet.1; 
Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 308-309. 
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integralisme laki-laki dan wanita dalam kaitannya dengan kekuasaan sebagaimana 
dijelaskan dalam Alquran S. al-Taubah: 71 
                          
                        
            
“ dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang 
lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 
munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 
Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Para ahli fikih Islam telah mengembangkan konsep yang dikaitkan dengan 
istilah hukum yang mengatur tentang hukum perbuatan orang mukallaf dengan 
sebutan hukum taklifi, yaitu tuntutan pilihan hukum untuk melakukan seseuatu 
perbuatan. Pelaksanaan taklifi masih dapat dibedakan apakah kewajiban itu untuk 
dilakukan oleh setiap individu (wajib ‘ain), atau kewajiban dianggap cukup untuk 
dilaksanakan oleh sekolompok orang (wajib kifayah). Dilihat dari wilayah politik, 
pada dasarnya kewajiban yang kekuatan tuntutannya bisa masuk kategori wajib 
‘ain, dan atau hanya berhenti sebagai wajib kifayah. Hal ini sangat bergantung pada 
definisi wilayah politik yang berkembang. Apabila wilayah politik itu adalah 
sesuatu yang cocok bagi perbaikan manusia untuk meniti jalan keselamatan dunia 
dan akhirat, maka tuntutan itu mempunyai kekuatan wajib ‘ain. Akan tetapi, 
apabila konsep politik sekedar terkait dengan negara dan bangsa, maka 
kekuatannya termasuk dalam wilayah wajib kifayah. 
Dalam format pemahaman tersebut, kegiatan politik adalah tanggung jawab 
individual dan sosial—karena setiap individu mempunyai kewajiban untuk 
membantu terlaksananya wajib kifayah, baik yang dilaksanakan oleh orang 
perorang, maupun negara. Dalam pengertian ini, setiap muslim baik laki-laki 
maupun wanita mempunyai kewajiban untuk membantu negara yang akan 
melaksanakan kewajiban kifayah, seperti amar makruf dan nahi munkar. 
Mengingat tingkat dominasi politik sangat tinggi, maka Islam memandang 
pentingnya memperhatikan aspek kemampuan dan kapabilitas dalam dunia politik. 
Karena itu, wanita tidak dilarang terlibat dalam kekuasaan, baik kekuasaan 
eksekutif, legislatif maupun kekuasaan yudikatif. Mengenai teks keagamaan yang 
selalu muncul di permukaan tentang kepemimpinan—bahwa laki-laki pemimpin 
atas wanita, berdasarkan firman Allah dalam Q. S. al-Nisa: 34 
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                             
    
“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka…”  
 
Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fizilal al-Qur’an yang dikutip oleh Aminah 
Wadud Muhsin bahwa “qawwamuna” dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan 
keluarga, atau terbatas pada hubungan suami isteri, yakni dalam dimensi sokongan 
materi. Hal tersebut dapat dipahami teks ayat selanjutnya yang menyinggung 
masalah perkawinan.11 Bahkan lebih jauh Aminah Daud Muhsin mengatakan 
bahwa ayat 34 dari Surah al-Nisa’ itu adalah berkaitan dalam konteks 
kepemimpinan dalam rumah tangga yang bersifat fungsional, dan hal itu tidak 
dimaksudkan sebagai superioritas yang melekat pada laki-laki secara otomatis. 
Sebab hal itu terjadi secara fungsional, yakni selama yang bersangkutan memiliki 
kelebihan dan dapat memberi nafkah, dan ayat itu sendiri tidaklah menyebut semua 
laki-laki otomatis superior atas wanita.12 
Selain ayat 34 dalam surat al-Nisa yang sering muncul dalam hal 
kepemimpinan kaum laki-laki atau wanita, juga hadis Rasulullah yang 
diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi :   ةأﺮـﻣإ ﻢــھﺮــﻣأ ﻮــﻟ و مﻮــﻗ ﺢـﻠـﻔـﯾ ﻦـﻟ 
Dalam menanggapi hadis tersebut, ternyata bertentangan secara tekstual 
surah al-Naml (27) ayat 23 mengenai kepemimpinan Ratu Saba yang berbunyi: 
                         
Artinya: : Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, 
dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang 
besar. 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa wanita boleh menjadi pemimpin, 
karena tidak ada satu ayat pun yang menolak kekuasaan Ratu Saba sebagai 
pemegang tahta yang gemilang di Yaman Selatan sebagai wilayah kekuasaannya. 
Bahkan Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa: “Ratu Saba adalah seorang 
penguasa yang sah dan memegang tampuk pemerintahan yang adil dan bijaksana. 
Seandainya Allah tidak menyetujui seorang wanita menjadi pemimpin 
politik, maka tentunya Al-Qur’an dapat menggambarkan Ratu Saba itu dengan 
sikap yang berlawanan, dan akan menunjukkan kelemahannya di hadapan para 
penasehat laki-lakinya. Namun ternyata Al-Qur’an menggambarkan sebaliknya. 
                                               
11 Lihat, Aminah Wadud Muhsin, h. 96. 
12 Lihat, Aminah Daud Muhsi, h. 97. 
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Karena itu, kekuatan hukum hadis yang disebutkan di atas, telah terbantahkan oleh 
ayat Al-Qur’an yang mengisahkan kekuasaan Ratu Saba dalam memimpin 
bangsanya. 
Dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa Al-Qur’an sebagai kalam 
ilahi tentunya lebih tinggi derajatnya daripada hadis. Menurut Salahuddin al-
Adlabi, sebuah hadis tidak dapat diterima sebagai hujjah jika: (a) hadis 
bertentangan dengan petunjuk Al-Qur’an, (b) hadis bertentangan dengan hadis 
yang lebih kuat, (c) hadis bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah 
(d) hadis tidak menggambarkan ciri-ciri sabda kenabian.13 
Apabila ditelusuri lebih jauh asbab al-wurud al-hadis yang dikemukakan 
terdahulu, ternyata ia sebagai kasus ketika Rasulullah mendengar berita 
pengangkatan putrid penguasa Persia sebagai pengganti ayahnya. Pada tahun 628 
M, terjadi peperangan panjang antara Kerajaan Romawi dan Persia. Kaisar Romawi 
telah menyerbu Persia dapat menduduki wilayah Cteesiphson yang amat dekat 
dengan ibukota Sasanid. Raja Persia telah terbunuh, dan setelah Khusran 
meninggal terdapat periode ketidakstabilan antara tahun 629-632 M, dimana 
muncul berbagai pihak yang mengakui tahta kemaharajaan di Sasanid. Ketika 
Khusran meninggal, Nabi saw merasa tergelitik dengan berita tersebut, lalu beliau 
bertanya: Siapakah yang telah menggantikannya sebagai pemimpin? Sahabat 
menjawab: mereka mempercayakan kekuasaan kepada putrid Khusran. Pada saat 
itulah nabi mengeluarkan pernyataan mengenai ketidakberuntungan kepemimpinan 
yang dipegang oleh wanita. Mengomentari peristiwa di Persia di atas, maka kita 
berkeyakinan bahwa seandainya sistem pemerintahan di Persia berdasarkan 
musyawarah dan yang menduduki singgasana kepemimpinan seperti Ratu Saba 
(Balqis) niscaya pernyataan Nabi berbeda dari yang telah diucapkannya. 
 
2.  Pandangan Ulama Penentang hak-hak Politik Wanita 
Dalam hal larangan keterlibatan wanita dalam kehidupan politik, paling 
tidak ada tiga alasan yang paling sering dikemukakan kalangan penentang adanya 
hak-hak politik wanita. 
a. Berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surah al-Nisa ayat 34: 
                           
       
Ayat di atas dijadikan landasan utama oleh sebagian musafir dan puka 
agama lainnya untuk membatasi kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya 
kepada kaum laki-laki saja. 
                                               
13 Lihat, Muh. Syuhudi Ismail. Meodologi Penelitian Hadis Nabi, (Cet.1; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1992), h. 128-129. 
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Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa laki-laki berkewajiban 
memberi nafkah wanita, membela mereka, juga karena hanya laki-laki yang bisa 
menjadi penguasa, hakim dan ikut bertempur, dan ini semua tidak terdapat pada 
wanita. Bahkan selanjutnya dikatakan bahwa hanya laki-laki yang berkewajiban 
mengatur dan mendidik wanita serta menugaskannya berada di rumah dan 
melarangnya keluar,14 sebagimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ahsab (33): 33. 
Menurutnya meskipun redaksi ayat ini ditujukan kepada para isteri Nabi 
Muhammad saw., tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. 
Selanjutnya, Quraish Shihab menyebutkan bahwa mufassir tersebut menegaskan 
bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah, dan 
tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.15 
Menurut Abdul Hasan Al-Gaffar, bahwa “Kepemimpinan politik harus 
diambil dari tangan wanita karena akal tidak membenarkannya dan adat istiadat 
tidak membetulkannya. Oleh karena itu selam 14 abad yang lalu tidak ditemukan 
adanya wanita yang menjadi pimpinan negara atau pemeritahan Islam.16 
b. Hadis Rasulullah Saw :  ـﻟ و مﻮــﻗ ﺢــﻠــﻔــﯾ ﻦــﻟ ةأﺮــﻣ إ ﻢــھﺮـــﻣ أ ﻮـ  
Hadis tersebut adalah paling mashur sebagai alasan menentang keterlibatan 
wanita dalam politik, mereka meyakini bahwa Allah tidak menganugerahkan 
potensi kepemimpinan kepada wanita. Hal ini tergambar dalam pernyataan Abdul 
Hasan Al-Gaffar bahwa “pemimpin harus memiliki kelebihan atas individu 
masyarakat yang dipimpinnya, karena itu dibutuhkan beberapa criteria, yaitu 
adanya kesabaran, keberanian, kepercayaan, kebaikan moral, kemanusiaan, 
keadilan dan kecerdasan, wanita yang memiliki sifat-sifat seperti itu jarang 
ditemukan dan kalaupun ada satu berbanding 100.000 laki-laki. 
Adapun pemimpin wanita yang terdengar seperti Ratu Inggris, Perdana 
Menteri India, Ratu Irlandia dan lainnya dahulu semuanya menduduki singgasana 
kepemimpinan, tapi kurang kerja dan kebanyakan membubuhkan tanda tangan saja. 
Oleh karena itu, Islam mewajibkan pengangkatan pemimpin dari kaum laki-laki 
dan tidak boleh wanita berdasarkan ayat dan hadis Rasulullah saw. 
Sejalan dengan itu, Abu Muhammad Jibril Abdurrahman mengatakan, 
bahwa hadis di atas secara jelas melarang wanita menjadi pemimpin, lebih-lebih 
menjadi kepala negara, karena ia bertindak dalam masalah yang sangat berbahaya. 
Menurutnya, pemimpin dalam Islam bukanlah boneka dan perhiasan. Tetapi ia 
adalah seorang yang harus bertindak tepat, tegas, sebagai panglima dan komando, 
seorang iman, seorang yang berotak tajam dan berilian, luas pandangan, dan fasih 
bicaranya. Sedang sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh wanita. Lebih lanjut ia 
mengatakan, sekiranya para wanita mau besikap jujur memilih antara berada di 
                                               
14 Abu Abdullah Muhammad Ahmad Al-Qurtubi. Al-Jami’ Li-Ahkam al-Qur’an, (Kairo: 
Dar al-Kutub al-Araby, 1987), h. 168-169. 
15 Lihat, Quraish Shihab. Wawasan Alquran, (Cet.3; Bandung: Mizan, 1996), h. 303. 
16 Abdul Hasan Al-Gaffar. Al-Mar’ah al-Mu’ashirah, diterjemahkan oleh Baharuddin 
Fanani, (Cet.1; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 161. 
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rumah melaksanakan tugas sebagai ibu bagi anak-anaknya dan isteri bagi 
suaminya, dengan berada di luar rumah beraktivitas sesuai dengan 
kecenderungannya, maka kebanyakan wanita di zaman ini akan memilih alternative 
kedua. Karena pada umumnya wanita memandang segala sesuatu hanya sampai 
kepada apa yang tampak saja. Ia mudah tertipu, terpedaya, dan tidak berfikir 
panjang.17 
Jika wanita dianggap tidak ahli dalam urusan kepemimpinan dan 
pengendalian masyarakat, maka penyerahan kepemimpinan kepada wanita tidak 
boleh dilakukan, sebagaimana  hadis Rasulullah saw., yang berbunyi :   
                      ﺔــــﻋ ﺎـﺴـﻟا ﺮــﻈــﺘـﻧ ﺎﻓ ﮫـــﻠــھأ ﺮـــﯿـﻏ ﻰﻟإ ﺮـــﻣ ﻷا ﺪــﺳو اذإ
          
Artinya :” apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah 
kehancurannya” 
c. Keterbatasan akal wanita 
Pernyataan ini sangat masyhur dan diperpegangi oleh mayoritas kaum 
muslimin. Hal ini senantiasa dijadikan dasar untuk membatasi aktifitas wanita baik 
dalam dunia politik maupun dalam urusan lain, terutama yang membutuhkan 
pemikiran analisis dan tindakan yang matang. Pemikiran demikian sejalan dengan 
pernyataan An-Nawawi yang dikutip oleh Didin Syarifuddin : “Alasan superioritas 
laki-laki atas wanita karena wanita memiliki kesempurnaan akal, matang dalam 
perencanaan, penilaian tepat, kelebihan kekuatan dalam amal dan ketaatan. 
Makanya laki-lakilah diberi tugas sebagai Nabi, Imam, hakim dalam menegakkan 
syariat.18 Pendapat senada diungkapkan oleh Ash-Shabuni dalam kitab Shafwat al-
Tafsir yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat “bahwa keutamaan laki-laki atas 
wanita adalah kecerdasan, kemampuan managerial, keberanian berpendapat. Oleh 
karena itu Nabuwah_Imamah Syahadah dan jihad dikhususkan kepada laki-laki. 
Sedangkan pujian Al-Qur’an terhadap wanita saleh (Shalihat), patuh (qanitat) dan 
pemeliharaan (hafizhat) merupakan rincian bagi keadaan wanita (istri) ketika 
berada dibawah kepemimpinan kaum laki-laki (suami).19 
Bahkan Dr. Hj. Tuti Alawiyah yang di editor Abu Zuhra lebih jauh 
mengatakan bahwa “wanita adalah memiliki kecenderungalihatn menyimpang dan 
tidak berlaku bijak dan seimbang. Emosinya lebih tinggi daripada rasionya. 
Kekuasaan politik menuntut adanya pandangan rasional dan keteguhan hati, 
sementara wanita kurang memilikinya. Oleh karena itu, politik diharamkan bagi 
para wanita demi menjaga masyarakat agar tidak mundur dan jatuh. Disamping 
                                               
17 Lihat, Abu Muhammad Jibril Abdurrahman. Karakteristik Lelaki Salih, (Cet.1; 
Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), h. 54-55. 
18 Lihat, Didin Syafruddin. Argumen Supermasi atas Perempuan dalam Jurnal Ulumul 
Qur’an Nomor 5  Vol ahun 1994, h. 6. 
19 Jalaluddin Rahmat. Pengaruh Persepsi Pria erhadap Penafsiran Ayat-Ayat Wanita 
(makalah), h. 4. 
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dunia politikakan menajdi beban berat bagi wanita yang tidak akan membuat tugas 
utamanya dalam keluarga terabaikan.20 Menurut Abdul Gaffar, pemisahan antara 
laki-laki dan wanita untuk persoalan politik sangat penting karena wanita tidak 
dapat disamakan dengan laki-laki. Susunan organ tubuhnya sangat berbeda dengan 
laki-laki dan begitu pula susunan otak dan jiwanya. Wanita seringkali kehilangan 
control emosi dan kesadarannya jika menghadapi kondisi yang genting.21 Dari 
keterangan di atas ternyata ditemukan beberapa kelemahan, di antaranya: 
1) Intuisi wanita lebih tajam tetapi tingkat kecerdasannya biasa-biasa saja. 
2) Keadaan tabiat wanita selalu tidak menyelesaikan masalah bahkan selalu 
terjadi sebaliknya. 
3) Kadang-kadang wanita mempertahankan pendapatnya tanpa memperdulikan 
fakta atau dalil, dan walaupun pendapatnya lemah namun ia tidak pernah 
berinisiatif menarik diri dari kebenaran. 
Menurut Ahmad Alqat, bahwa “kaum wanita ingin mewujudkan 
kehendaknya dengan segera tanpa perhitungan. Mereka tidak menyadari 
keterbatasan akal dan pikirannya yang hanya menjangkau hal-hal yang nyata. 
Berbeda dengan kaum laki-laki yang pandangannya menerawang ke depan, bahkan 
melaluinya dengan susah payah dan menelitinya kembali dengan cermat.22 
 
PENUTUP 
Ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap gender telah membawa 
andil yang sangat besar  atas keterbelakangan posisi dan peran wanita dalam 
berbagai dimensi kehidupan. Selain itu,  perbedaan gender telah melahirkan 
ketidakadilan gender yang dapat merugikan kaum wanita. Misalnya, dalam bidang 
politik wanita berada pada posisi subordinasi atas laki-laki, dan dalam proses 
pengambilan keputusan serta pengendalian kekuasaan berada dalam kewenangan 
laki-laki. Bahkan lebih dari itu, wanita hanya dipandang mengurusi anak, 
melahirkan, menyusukan dan membesarkan anak. Dilihat dari pandangan hukum 
Islam, tampaknya kesetaraan gender terutama peran politik wanita terjadi pro dan 
kontra. Pihak yang membolehkannya memandang bahwa wanita dan laki-laki tidak 
ada perbedaan baik kedudukannya sama-sama sebagai hamba Allah  (Abdullah)), 
maupun kedudukannya sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, baik laki-laki 
maupun wanita indikatornya hanyalah ketaqwaannya, dan sebagai khalifah Allah, 
baik laki-laki maupun wanita indikatornya adalah kemampuan secara fungsional 
melakukan pemakmuran dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Dengan 
demikian, Islam tidak menghalangi kaum wanita memasuki berbagai profesi sesuai 
dengan keahliannya. Bagi pihak yang tidak membolehkan keterlibatan wanita 
dalam ikut berperan di bidang politik, membatasi terlibat dalam kepemimpinan dan 
                                               
20 Lihat, Abu Zahrah, h. 311. 
21 Lihat, Abdul Gaffar, h. 161. 
22 Lihat, Ahmad Alqat. Perbedaan Pria dan Wanita, (Cet.5; Jakarta: Gema Insani Press), h. 
41-42. 
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kekuasaan politik karena hal itu domain laki-laki. Ada 3 (tiga) alasan mendasar 
yang kurang menyetujui keterlibatan wanita dalam dunia politik, yaitu (1) Alquran 
Surah al-Nisa ayat 34. Ayat tersebut dipandang sebagai ayat muhkamat, yaitu ayat 
yang secara jelas dan rasional dipahami maknanya, dan tidak memerlukan 
penjelasan panjang lagi bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, 
pelindung bagi kaum wanita,(2) Sesuai hadis riwayat Bukhari dari Abi Bakrah. 
Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak akan beruntung suatu masyarakat 
yang menyerahkan kepemimpinan kepada kaum wanita, (3) Akal dan fisik wanita 
lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki 
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